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Menimbang 

Mengingat 

WAUKOTA·PALEMBANG 

PROVINS! SUMATERA SEU.TAN 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR b7 TAHUN 2014 

TENTANO 

SIS'l'EM AKUNTANSJ PEMERINTAH KOTA 

DENGAN RAHMJ\T TUHAN YANG MAHA ESA 

WALlKOTA PALEMBANG, 
. 

babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo..- 64 Tahun 
2013 te.ntang Penerapan Sta.ndar Akuntansl 
Pemerintahen Berbaais Akrual Pada Pemerintah. 
Daerah, pedu menetapkan Peraturan Walikota 
Palembang tentang Sistem Akuntansi Pemerintahi 
Kota; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembcntukan Dae.rah Tingkat n dan Kotapraja di 
Provinsi Sumatera SeJatan (Le.rnbaran Negara 
Republic Indonesia Tahun 1959 Nomo..- 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2 . Undang-Undang "Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor- 24, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimaoa telM diubah dengan Pcr-atu.ran 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 23 To.bun 2 014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndone&ia Nomor 
5589); 

3. Peraturan Pem.erintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahon 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republlk 
lndonc:,ia Nomor 5165); 



4- Peranu-an Menten· o~•-- N 
.......u egeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Stand.a Alru . 
Pem · •-'--- r ntans1 ennLCUUU1 Berbasis Akrual pada Pemerintah 

2D0ale3rahN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
omor 1425); 

5· Peratu.ran Walikota Palemb N 
2014 tentang K b""at..- ang om~r 28 Tahun 
K . e IJ<U\.U.n Akunta.ns1 P.emerintah 

ota (Senta Daerah Kota Palembang Tamin 20 l 4 
Nomor 28); 

MEMUTUSKA.N: 

Menctapkan 
PERATURAN WALJKOTA TENTANG 
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA 

BA.BI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Da1am Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : ~ 
l. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Kota adalah Kota Palembang. 
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 
Walikota adalah Walikota Palembang. 
~~ Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutizya 
d.ismgkat APBD o.dalah rencana kcuangan tahunan Pemerintah 
Kola Palembang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Palembang. 
Akuntansi adalah proses identifikasi, pen catatan, pengukuran, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi clan kejadian keuangan, 
penyajian laporan, serta pe.nginterprestasian atas basilnya. 
Standar Akuntansi Pemerinto.h yang sclanjutnya disingkat SAP 
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang dit.erap.kan dalam mcnyuS\,Ul 
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapata.n. 
bebnn, aset, utang, dan ekuitas daJam pelapora.n finansial berbasia 
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam. 
pelaporan pel.aksanaan anggaran beTdasarkan basis yang 
cUtctapkan dalam APBO. 
Sistem Akuntansi Pe:merint.ah Kota, yang isclanjutnya disingkat 
SAPK adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara. 
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi 
sejak a.nalisis transaksi sampai dengan pelaporan keuanpm. 
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mcngakUI pengaruh 
transaksi dan peristiwa lamnya pada saal transaksi da.n peris~wa 
itu terjadi, tanpa memperhatikan saAt kas atau setara kas ditenma 
atau dibayar. 

10. Basis Kas ada.lah basis akuntansi yang menga.ku.i pengaruh 
transa.ksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas 
diterima ata.u clibayar. 



ll. Basis Kas Menuju_ Akrual adal_ah basis akuntansi yang mcngakui 
pendapatao, belanJa dao pemb1ayaan. ber~sis kas serta mengakui 
aset, utang, dan druitas dana berbasis akrual. 

l2. Pengakuan adalah proses penetapan terpenubinya kritcria 
pen~ta.tan suacu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi 
sehin_~a akan t?enj_adi bagian yang melengkapi unsur aset, 
kewa.iiban, ekuitas, pendapat.an-LRA,belanja, pembiayaan, 
pendapat.an-LO dan beban, sebagaimaoa akan termuat pada 
,laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 

13. Pcngulruran adalah proses peoetapan nilai uang untuk mengakui 
dan memasukkan sctiap pos dalam laporan keuangan. 

14. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara 
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pcngguna. 

LS. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat dacrah pada Pcmerintah Kota Palembao,g selaku 
pengguna anggaran. 

16. S~~uan Kerja Pengelola Kcuangao Daerah yang sel~jutnya 
d1singkat SKPKD adalah perangkat dacrah pada Pemcrintah Kota 
Palembang selaku pengguna anggaran yang jugo melaksanakan 
pengelolaan kcuangan. daerah. 

17. Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang sclanjutnya disingkat 
PPKD ada.lah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bcndahara Umum. 
Daerah. 

18. Bendabara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah. 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bcndahara Umum 
Daerab. 

19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna aoggara.n. 
dan okh karcnanya wajib menyelcnggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pa.da cntitas 
pelaporan. 

20. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintaban yang terdiri ataS saru 
etau lebih entit.as akuntaosi yang menurut ketontuan pemrunm 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban bcrupa laporan keuangan. 

21. Standar Akuntansi Pemerlntahan yang selanjutnya disingkat SAP. 
adalab prinsip-prinsip almntansi yang diterapkan dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan pemcrinta.h. 

22. Sistem Akuntansi Pemerintoh Daerah yang selanjutnya disi.ogkat 
SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, pe~yelenggara! 
peralatan dan elemen lain uotuk mewu3ud.kan fungs1 akuntans~ 
sejak. e.nalisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 
lingkungan organisasi pemerintahan daerah. 

23. Laporan Ke-uangan adalab bentuk pertanggungjawaban Pemerintah 
Kot.a atas pelaksnnaan APBD berupa l.aporan Realisasi Anggarao, 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, _Laporan 
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubehan Ekwtas dan 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

24. Rekoosiliasi adalah proses pencocokan data u-ansaksi keuangan 
yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda 
berdasarkan dokumen sumber yang samn. 

25. Lapomn Realisasi Anggaran yang sclanjutnya disingkat LAA adalah 
laporan yang mcnyajikan infonnasi rcalisasi. pendapaUtn-L~. 
belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pemb1ayaan . clan s~ 
lebih/kw-ans pembiayruw angga.ran yang ~asuig-111tt:sing; 
dipcrbandingkan dengan anggarannya dalam salu penode. 



26. ~~ Peruba.han Saldo Anggaran Lcbili yang selanjutnya 
dismgkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan_ informasi 
kenaikan dan pcnurunan Saldo Anggaran Lcbili tahun pclaporan 
yang terdiri dari Saldo Anggaran Lcbih AwaJ, SiLPA/ SiKPA, koreksi clan saldo Anggaran Lebih Akhir. 

27. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan 
Pemerintah Kota mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada 
tanggaJ lertentu. 

28. Laporan OperasionaJ yang selanjutnya c:lisingkat LO adalah laporan 
yang menyajilcan in!ormasi mengena_j seluruh kegiatan operasional 
keuangan entitas pelaporan yang teroermin dalam pendapatan-LO, 
beban dan surpJus/ defisit-LO dari suaru entitas pelaporan yang 
penyajiannya disandingk9n dengan periode sebeJwnnya. 

29. Laporan Arus Ka.s yang selanjutnya disingkat LAK ada.lah laporan 
yang menyajikan informasi mengenai sumber, peflggUnaan, 

pcrubahan kas dan set.am kas selama satu pcriode akuntansi, serta 
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 

30. Laporan Pen.ibahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas 
yang terd.iri dari ekuitas awal, surplos/ddisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 

3 1. Cata.tan atas Laporan K.euangan yang selaajutnya dis":1gk.at CaLK, 
adalah laporan yang menyajikan informasi tcntang penJel~ -~tau 
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang di~1kan 
dala.m LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca clan LAK dalam rangka 
pengungkapan yang memadai. . 

32. Pendnpatan- LRA adalah semua pcnerim~bihR~1::"g ~odeUtahmumun 
Daerah yang menambah Saldo Anggaran = ............., ~ 
anggaran yang bersangkutan yang me njadi hale Pemennt.ah Kota 
dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerinta.h Kota.. . . 

3 Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota ynng dialcu.i sebagai 3 
· pc:nam_bah ekuita.s dalam periode tab~ o.nggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu ~bayar k~~ckening Kas Umum 
34. Belanja adalah semua ~oge uaran aran Lebih da1am periode 

Oaerah yang mengurangi Saldo Angg tidak akan diperoleh 
tahun anggaran bersangkutan _yang kota. 
pembayarannya kembali oleh pemenntah . ·--• ·asa da1am 

manfaat ckonom1 atau pou:."'" J 
35. Beban adalah penurunan urunkan ekuitas yang dapat bcrupa 

periode pelaporan yang m~n • ' kewa"iban. 
pengeluaran atau konsums1 aset ata.u ~yang~ perlu dibayar 

36. Pembiaya.an daerah ad~;~~ dit.erima kembali. baik 
kembali dan/ atau penge gkutan maupun pada tahun-pada tahun anggaran yang bersan 

ta.bun anggaran berikutnya. . dllruasai dan/ atau climiliki 
be daya ckonom.i yang lalu dan 37. Aset adalah sum r bag . akibat dari peristiwa masa 

oleh Pemerintah Kota ~ 81
- dan/ atau sosial di ma.sa depan 

darl mana manfaa: e ~~nu baik oleb Pemerintah Kota maUpWl 
diharapkan dapat dipero e. '. alam satuan uang, cermasu.k 
masya.rakat scrta dapat diukur _d lukan untuk penyooiaan jasa 
sumber daya non kcuan~~~~umber daya yang dipelihara bagi masyara.kat umum . 

karena alasan sejarah clan bu~ul dari peristiwa masa lalu yang 
38. Kewajiban ada.lah ur:an:,.r::;:t'lq,n alimn keluar sumber daya 

pcnyelesaianny? men · 
ekonomi Pemenntah Kot'"-



39. Ekuitas adalah kekayaan bcrsih Pemerintah Kota yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota. 

40. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar 
akun/pos yang tersaji dalam lapora.n keuangan entitas menjacLi 
sesuai dcngan yang seharusnya. 

4 L Penyesuaian adalah transaksi penycsuaia.n pada akhlr periode 
untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piu-tan.g, utang dan 
yang lainnya yang bclum dicatat pada transaksi berjalan a.tau pada 
periode yang berjalan. 

BAB II 
SISTEM AKUNTANSI PEMERfNTAH KOTA. 

Pasal 2 

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mcmuat pilihan prosedur dan 
teknik akuntnnsi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan 
pada jumal, posting kedala.m bilk□ besar, penyusunao nemca saldo 
serta penyajian laporan keuangan. 

(2) Penyajian laporan kcuangan sebagaimana dimaksud pada ayai {l) 
meliputi: 
a . LRA; 
b. LPSAL; 
c. Neraca; 
d. LO; 
e. LA.K; 
f. LPE; dan 
g. CaLK. 

Pasal3 

(1) Sistem Akunta.nsi :en:erintah Kata sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 2 ayat (1) melipun: 
a. sistcm akumansi SKPD; 
b. sistem akuntansi PPKD; . . . 
c. 8 istem akuntansi Laporan Konsolidas1an, dan 
d . Bagan Alrun Ste.ndar. 

. dimaksud pada ayat (1) huruf a (2) Sistem akuntan~i SKPD sebagaun~a l<uan dan pengungkapan atas 
mencakup teknik pen~~~~ beban dan bela.nja. piut.a.ng, 
penda~a~n-~eld~tar asei lainnya, kewajiban, koreksi kcsalahan, ~;i~:~ lapomn k;uangan SKPD dao penyajian kembali neraca. 

s· t akuntansi PPKD sebaga.i.mana dimaksud pa.da ayal (1) huruf b 
(3) 0::n~up tcknjk pencatat.a.n, pengakuan dan IX;ngungkapan atas 

a atan-LO dan pe11dapa.tan-LRA, belanJa _ _dan beban~ 
=dbi~aan, piutang, investasi, aset lainnya, kewaJ1ban, koreks1 
kesa.lahan dan penyusunan Japoran keuangan PPKD. 



(4) Sistem ah.1.mlallsi Laporan Konsolidasian sebagaimana dlmaksud 
pada ayat (1) huruf c mencakup pi:osedur penyusunan la po,ra.o 
kcuangan dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. 

(5) Bagan Akun Standar sebagaimarra dimaksud pad?, ayal ( l) huruf d 
sebagai menjadi pedoman bagi pcmerintab dacraQ dalam melakukan 
kodefika:si mencakup akun-akun yang menggambarkan strukmr 
laporan keuaog~ ~ecara lengkap yang cli'gunakan didalam 
pencatatan transakas, pada buku jurnal, pengklasiftkasian pada 
buku besar dan pengikblisaran pada ncraca saldo, dan penyajian 
pada laporan keuangan. 

Pasal4 

Sistem Aki.mtansi Pemerintah Kota tercruitum dalam Lampiran 
Pera.tu.ran Walikota ini. 

BABill 
KETffiN'l'UAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peratu.ran Walikota ini mulai berlaku pada langgal l Januari 2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pen~ndanga,n 
PeraLunm Walikota i.ni deng'.m pcncmpatannya dalam Benta Oaerah 
Ko~ Palembang. 

D.iteta.pkan di Pal mbang 
pada tanggal l DlsttMl7tV-' OO['t 

Pit. WAL 

HARNOJOYO 

Diundangkan di Palembang 
pada tanggal, tt - 19- - ?-Dlt:i 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, 

U~~tYAT 
BERlTA DAERAH KOTA PALEMBANG TA.HUN 2014 NOMOR (;'? 


